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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI

SUMATERA BARAT
Nomor : HK.01.02/Bb.3/SATKER-DPJ/796

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PERSONIL TUGAS TANGGUNG JAWAB DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

MENIMBANG : a. Bahwa dengan telah dimulainya Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan
untuk mengusahakan tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja pada
Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan
Susunan Personil;
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
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7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 776/KPTS/M/2024 tanggal
04 April 2024 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat;

8. DIPA Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat No. SP
DIPA-145.04.4.693756/2025 tanggal 02 DESEMBER 2024;

9. SK. Kepala Dinas Bina Marga, Clpta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat No.1897/SK-BMCKTR/202 tentang penetapan Susunan
Personil pada keglatan-kegiatan dana APBN dilingkungan Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun

Anggaran 2024;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
Pertama . Susunan Personil pada Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2025 seperti tertera dalam daftar pada lampiran 02.
Kedua . Pejabat yang namanya tercantum pada lampiran 02 diserahi tugas dan tanggung
jawab sebagaimana tertera dalam lampiran yang sama.
Ketiga :  Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat :  Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL :02 Januari 2025

KEPALA SATUAN KERJA

SUSY ANAS, ST, MT
NIP. 19750607 200801 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kpala Dinas Bina marga, Cipta karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar;
2. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat;

3. Sdr. PPK TP 01 Provinsi Sumatera Barat;

4. Sdr. Para Pegawai yang bersangkutan




Lampiran : SK. Kepala Satuan Kerja Dinas
Prasarana Jalan Provinsl Sumatera

Barat
Nomor ¢ HK.01.02/Bb.3/SKPD-DPJ/796
Tanggal . 02 JANUARI 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT- PEJABAT
PADA SATKER DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNSUR

1. UNSUR PIMPINAN

1.1 Kepala Satuan Kerja

Tugas:

d.

Melaksanakan seluruh tugas pelaksanaan Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja
yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam
DIPA.

Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja Negara.

Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menertibkan SPM atas beban
anggaran belanja Negara.

Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja
dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang
telah ditetapkan.

Mengusulkan struktur organisasi dan pembantu pejabat Inti Satuan Kerja yang dipimpinnya
sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Eselon | terkait.
Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (honor dan perjalanan
dinas).

Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional Satuan
Kerja kepada Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran
Anggaran Belanja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun kepada Pejabat yang
Melakukan Perngujian dan Perintah Permbayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku
Pengguna Anggaran/Barang.

Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan
Barang/Jasa.

Menyetujui setiap Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani Pejabat Yang
Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Dalam hal Kepala
Satuan Kerja tidak merangkap sebagai PPK).

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran
Belanja untuk diteruskan kepada Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah
Pembayaran.

Menyusun dan membuat laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai peraturan yang
berlaku.

. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.



Tanggung Jawab:

a.

Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam
POK dan DIPA.

Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran Satuan Kerja yang
membebani APBN.

Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah
Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak
tersebut. (Dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai PPK).

Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang
telah ditetapkan.

Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan
Negara Satuan Kerja.

Bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang
dan jasa yang dialokasikan kepada Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai peraturan yang
berlaku.

Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan Langsung/Pelaksana

Program.

1.2 Pejabat Penguji SPM

Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

a.

b.

Menguji Kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan.

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

Menerbitkan SPM.

Menyimpan dan menjaga keutuhan dan perintah pembayaran kepada KPA;

Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu
pengawasan DIPA.

Menandatanganl SPM;

Memasukan Personal Idenfication Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan clektronik
pada ADK SPM;

Kelengkapan dokumen pendukung SPP




Kesesualan penandatangan SPP dengan specimen tandatangan PPK;

k. Kebenaran pengisian format SPP.

I. Kesesualan kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

m. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Satker,

n. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan
pembayaran belanja pegawai dan kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan.

Tanggung Jawab:

a. Bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap
dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang
timbul dari pengujian yang dilakukannya.

b. Bertanggung jawab atas ketepatan waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

Harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada
KPA yang paling sedikit memuat jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan,
dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

1.3 Bendahara Pengeluaran

Tugas :

a.

Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja
pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan serta Buku-buku Tambahan
lainnya.

Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen
pendukung lainnya.

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP- UP) yang diajukan
oleh PPK dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian
dan Perintah Pembayaran. sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara.

Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada KPPN.

Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam

pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara.



n.

Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan
MAK, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan
Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk 521111
(Belanja keperluan perkantoran), 521211 (belanja bahan), 524111 (belanja perjalanan
biasa), 523121 (belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin), 521213 (Honor Out Put
Kegiatan), 523131 (belanja biasa pemeliharaan jalan dan jembatan), 534141 (belanja
penambahan nilai jalan dan jembatan) dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kecuali ada ketentuan lain dari Departemen
Keuangan.

Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Yang ditunjuk
apabila persyaratan pembayaran tidak terpenubhi.

Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang
dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada
waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait.

Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan
dalam penerimaan barang jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen
perjanjian/kontrak.

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran

pengeluaran (akun 6 digit).

. Bertanggung jawab atas persiapan tanggapan dan laporan tindak Lanjut Hasil Pemeriksa

pihak pengawasan (BPKP/Inspektorat & BPK).

Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

Tanggung Jawab :

a.

Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.

b. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam

C.

pengurusannya.

Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.



1.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a.

b.

> @

Tugas dan Tonggung jawab sebagai berikut :
Menyusun rencana pelaksanaan keglatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedla Barang/Jasa

. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia

Barang/Jasa
. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya
. Mengendalikan pelaksanaan perjanjlan/kontrak
Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
Membuat dan menandatangi SPP
. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara
Penyerahan.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan perundang-
undangan.
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, dan menandatangani Surat Perintah

Kerja/Kontrak.

m.Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang,
Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.

. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang
dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola

. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya
kepada Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.

. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.

Tanggung Jawab:

. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau

Keputusan dan Surat Bukti lainnya yang ditandatanganinya.




b. Bertanggung jawab kepada Kepala Satker atas realisasi keuangan dan hasil/output kegiatan

yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalan DIPA, serta mutu

hasil/output sesuai yang direncanakan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan

2.1 Pelaksana Teknik (Asisten Perencanaan)

Tugas dan tanggung jawab

d.

Menyelenggarakan pengumpulan data, dokumen dan keterangan-keterangan yang
berkaitan dengan pekerjaan Kegiatan, baik untuk pekerjaan yang sedang berjalan
maupun terhadap penyusunan rencana kegiatan-kegiatan.

Menyusun program kerja Kegiatan tahun anggaran berikutnya/persiapan pengajuan
LK/POK untuk tahun berikutnya.

Merekapitulasi dan mengevaluasi data laporan usulan rencana program PPK tahun
berikutnya.

Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bagian-bagian Kegiatan dengan DIPA
dan POK yang ada menyusun revisi DIPA dan POK.

Menyusun rencana DIPA dan POK tahun anggaran berikutnya.

Memberikan pertimbangan atas usulan perubahan perencanaan, perubahan volume
pekerjaan, perubahan desain dan lain-lain, kepada Kepala Satuan Kerja berkenan
dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja lainnya terkait dengan hasil perencanaan
yang akan dilaksanakan

Memproses dan mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja lainnya untuk penetapan
standarisasi harga.

Bertanggung jawab atas persiapan tanggapan dan laporan tindak Lanjut Hasil Pemeriksa
pihak pengawasan (BPKP/Inspektorat & BPK).

Asisten perencana dalam tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kapada Kepala

Satker.

2.2 Pelaksana Teknik (Asisten Pelaksana)

tugas dan tanggung jawab

a.

Memonitor laporan-laporan pelaksanaan masing-masing Kegiatan.




Membuat rekapitulasi laporan dari masing-masing bagian Kegiatan.
Mengawasi/memonitor kemajuan pelaksanaan pekerjaan paket-paket kontrak dalam
kualitas dan kuantitas.

Melaksanakan dan mengkoordinasi tugas-tugas dalam meneliti, menganalisa dan
mengevaluasi laporan kegiatan dan membandingkan dengan kenyataan dilapangan.
Membantu PPK dalam melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Bina Marga,
Cipata Karya dan Tata Ruang Provinsl Sumatera Barat terhadap upaya penyelenggaraan
keglatan.

Melaksanakan kegiatan administrasl teknik pelaksanaan Kegiatan.

Menerima dan memeriksa laporan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Jalan Nasional serta
mengkoordinasikan pemecahan masalahnya kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
guna sebagai bahan untuk membuat laporan Kepala Satker.

Membantu Kepala Satker dalam pengendalian teknik pekerjaan Kegiatan dalam
tindakan turun tangan untuk kelancaran pekerjaan.

Melakukan pemeriksaan kualitas maupun kuantitas atas pelaksanaan dilapangan.
Membuat laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Koordinasi dengan asisten lainnya yang terkait di dalam pelaksanaan kegiatan tahunan
kegiatan.

Asisten Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Staf-staf.

. Asisten Pelaksana dalam tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala
Satker.

Bertindak selaku pengatur/pengawasan pelaksanaan pengadaan bahan dan barang-
barang baik yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga Kegiatan, maupun
terhadap kebutuhan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan.

Bertanggung jawab atas persiapan tanggapan dan laporan tindak Lanjut Hasil Pemeriksa

pihak pengawasan (BPKP/Inspektorat & BPK).



2.3 Penelaah Data Keuangan (Asisten Umum)

Tugas dan tanggung jawab

d.

Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
Administrasi kantor dengan sasaran demi kelancaran keglatan operasional.

Bertanggung jawab atas terselenggaranya keglatan-kegiatan administrasi kepegawalan dan
kesejahteraan pegawai/karyawan.

Menyelenggarakan keglatan administrasi persuratan dan kepegawaian.

Mengatur tata pengelolaan kepegawaian, seperti Satpam, Cleaning Service.
Menyelenggarakan dan memonitor bahwa surat yang dikirim sampai kepada yang berhak
dan sampai ke tujuannya.

Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor.

Menjaga kebersihan dan keamanan kantor, bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
Bertanggung Jawab penuh atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan keuangan.

Mengatur penggunaan dan perbaikan kendaraan dinas untuk kegiatan.

Menyelenggarakan Inventarisasi barang-barang/kekayaan milik Negara dan barang-barang
peralatan kantor.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas, kewajiban dan

tanggung jawab.

Unsur Pembantu Kegiatan
3.1 Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Tugas dan tanggung jawab
Menyelenggarakan pengurusan kas Kegiatan yang diserahkan kepadanya (menerima,
menyimpan dan membayarkan) sesuai dengan Pasal (1) 1 CW dan ketentuan lain yang
berlaku.
Menyelenggarakan pembukuan mengenai pengurusan kas yang menjadi
tanggung jawabnya yaitu :
e BKU, Buku Pembantu, Buku Tambahan serta buku-buku tambahan lainnya dengan
berpedoman pada SK Menteri Keuangan Rl No. 332/M/N/1968 dan Permen PU No.
02/PRT/M/2006.



e Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor: 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

¢. Mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta menyampaikan kepada Kantor
Perbendahara dan Kas Negara tepat pada waktunya untuk keperluan UP atas
perintah/persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

d. Membuat dan mengirimkan laporan-laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan menurut bentuk
dan cara yang telah ditetapkan tepat pada waktunya kepada Ditjen Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran dengan
persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

e. Membuat Pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam
pengurusan (brankas sedemikan rupa sehingga terjaga dari perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian negara).

f. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

g. Bekerjasama dengan semua unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana dalam
penyelenggaraan pencatatan yang seksama atas semua tagihan serta melakukan
pembayaran terhadap tagihan yang memenuhi syarat.

h. Membantu sepenuhnya Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun anggaran tahunan
(DIPA) menelitl dan menilai anggaran dan penyusunan laporan-aporan kemajuan pekerjaan
serta laporan-laporan keuangan.

i. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari sekaligus melaksanakan verifikasi, pembukuan,
laporan keuangan dan pajak, SPP/SPM dan tanda bukti.

j. Bertanggung Jawab Kepada PPK atas terselenggaranya administrasi keuangan dalam bidang
kebendaharaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku

serta selalu berpedoman demi lancamya pekerjaan Kegiatan.
3.2 Pelaksana Teknik (Kaur TU/Teknik)
Tugas dan tanggung jawab

a. Membantu PPK dalam hal surat menyurat, persiapan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan

dengan pelaporan terutama Pekerjaan.



b.

Menyiapkan laporan harian, mingguan dan bulanan Back Up Data hasil pekerjaan di
lapangan dan bertanggung jawab kepada PPK.

Membantu PPK dalam hal persiapan kegiatan, perencanaan tender dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, yang berhubungan dengan Pekerjaan Kontrak.

Membantu PPK Untuk pengurusan pembebasan lahan/lokasi Pekerjaan di Lapangan.
Membantu pejabat pembuat komitmen dalam hal menyiapkan administrasi dan pelaporan
Kegiatan, serta Back Up data hasil pekerjaan.

Membantu pejabat pembuat komitmen dalam hal menyusun Rencana Kebutuhan dan

Landasan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan dan bertanggung jawab kepada PPK.

3.3 Penata Teknik

a. Melaksanakan rencana pekerjaan yang telah disusun/yang telah direncanakan, seperti
tenaga kerja, bahan-bahan dan kebutuhan alat/suku cadang.

b. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, terutama Pekerjaan Rutin/Swakelola.

c. Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan bertanggung jawab kepada PPK
melalui KAUR Umum/Rutin.

d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan.,

e. Mengesahkan Laporan Harian, mingguan dan bulanan serta Rencana Permintaan
Pekerjaan/Request.

f. Melaporkan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan di Lapangan kepada PPK dan bertanggung jawab
kepada PPK melalui KAUR. Pembangunan

3.4 Staf Keuangan

a. Membantu BPP untuk melaksanakan Pembukuan sesuai yang diberikannya seperti Buku Kas
Tunai, Buku Pengawas Kredit Anggaran, Buku Panjar dan Buku lainnya.

b. Menyusun SP/petanggungjawaban atas Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan.

c. Mencocokan program dengan Realisasi Penbayaran setiap bulannya, sesuai yang tertulis
pada LK/PO.

d. Melaksanakan tata kearsipan yang rapi dan mudah diketahui.

e. Melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung Jawab yang diberikan atasan.

f. Bertanggung jawab kepada atasan langsung / BPP.



3.5 Urusan Administrasi Umum/Staf Administrasi Umum :
Adalah unsur Pembantu Tata Usaha dalam bldang Administrasi teknik yang bertugas.

a. Menyusun program persiapan pelaksanaan Kegiatan, menghitung rencana anggaran
Kegiatan dan anggaran penyediaan dana Peruas Pekerjaan.

b. Mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola atau pekerjaan yang
dikontrakkan menurut syarat-syarat teknis.

c. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan (UPR) sesuai dengan program dan
petunjuk PPK.

d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

e. Bertanggung jawab kepada atasan langsung.
3.6 Urusan Adminitrasi Umum/Staf Adminitrasi Umum

a. Mengkoordinir pengetikan, mengatur dan mendistribusikannya.

b. Menyelenggarakan tata kearsipan.

c¢. Menyelenggarakan Agenda surat-menyurat.

d. Memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tata kearsipan Kegiatan.

e. Mengurus pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian bahan, peralatan dan
suku cadang untuk kebutuhan bagian Kegiatan.

f. Menyelenggarakan pembukuan, percetakan, inventarisasi serta perlengkapan
barang/bahan yang cermat, rapi dan teratur serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang

berlaku.

KEPALA SATUAN KERJA

SUSY ANAS, ST, MT
NIP. 19750607 200801 2 003




Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Tentang :  Penetapan Susunan Personil
Nomor :
Tanggal : APRIL 2025

02.BAGIAN PPK TP 01 SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT

NO NAMA NIP. GOL JABATAN
1, HENDRA YUSMAN, ST. MT | 19771213 200801 1001 | Iil/d PPK TP 01
2. FIRDAUS, SE 19680528 200701 1005 | 11I/b BPP
3, FERIANTO 19801028 200901 1009 | II/d Kaur TU Teknik
4. RUDI ANAS, A. MdT PH 1/a Staf
5. ANDRE SAPUTRA S. Kom PH 1l/a Staf

Padang, April 2025
KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003




Lampiran :  Surat Keputusan Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Tentang :  Penetapan Susunan Personil
Nomor :
Tanggal : APRIL 2025

03. USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM, APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

NO NAMA NIP. GOL KETERANGAN
1. | SUSY ANAS, ST, MT 19750607 200801 2 003 | IlI/d Aprover & Validator &
Aprover Aset Tetap
2 HENDRA YUSMAN, ST. MT 19771213 200801 1 001 111/d Validator
3. FITA ARMALINI, S.Sos 19700404 199603 2 002 | III/d Validator & Aprover
4. | SUPRIANTO 19740103 2007011004 | Ill/a Validator & Aprover
5. | YUDISTIRA INDRAYANA, A.Md | 19841009 2011011001 | Hl/b Admin & Operator
Aset Tetap
6. NOFRIZAL, A.Md 19781101 200801 1002 | II/d Operator Anggaran
7. | FUAD MAHMUDI, ST 19770207 200604 1 005 | I1l/b Operator E Monitoring
8. | WAHYUDI SAPUTRA 19840909 201001 1001 | Il/d Operator Komitmen &
GL & Pelaporan
9. | LEVI CAHYADI 19751017 201001 1 007 | lI/d Operator Persediaan

Padang, April 2025
KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003




Lampiran :  Surat Keputusan Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Tentang :  Penetapan Susunan Personil
Nomor :
Tanggal : APRIL 2025

01.BAGIAN SATKER DINAS PRASARANA JALAN PROV. SUMBAR

NO NAMA NIP. GOL KETERANGAN

1. | SUSY ANAS, ST, MT 19750607 200801 2 003 | lIl/d Kepala Satuan Kerja

2. | FITA ARMALINI, S.Sos 19700404 199603 2 002 | lII/d Pejabat Penguji SPM

3. | SUPRIANTO 19740103 200701 1 004 | lll/a | Bendahara Pengeluaran

4. | YUDISTIRA INDRAYANA, A.Md | 19841009 2011011001 | Ill/b Asisten Umum

5. | NOFRIZAL, A.Md 19781101 200801 1002 | II/d Asisten Perencana

6. | FUAD MAHMUDI, ST 19770207 200604 1 005 | IllI/b Asisten Pelaksana

7. | WAHYUDI SAPUTRA 19840909 201001 1001 | I1/d Petugas Pajak, &
Pengurus BMN

8. | LEVI CAHYADI 19751017 201001 1007 | II/d Petugas Pelaporan
UAKPA/Barang

9 FERIANTO 19801028 200901 1009 | II/d Pelaksana Kegiatan E

Monitoring
10 | BUNGA HEWISKA - - Staf

Padang, April 2025
KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003




Lampiran . Surat Keputusan Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Tentang :  Penetapan Susunan Personil
Nomor
Tanggal APRIL 2025

02.BAGIAN PPK TP 01 SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT

NO NAMA NIP. GOL JABATAN
1. HENDRA YUSMAN, ST. MT | 19771213 200801 1 001 [1/d PPKTP 01
2. FIRDAUS, SE 19680528 200701 1 005 [1/b BPP
3. FERIANTO 19801028 200901 1 009 11/d Kaur TU Teknik
4. RUDI ANAS, A. MdT PH Il/a Staf
5. ANDRE SAPUTRA S. Kom PH Il/a Staf
Padang, April 2025
KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003




Lampiran :  Surat Keputusan Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Tentang :  Penetapan Susunan Personil
Nomor :
Tanggal . APRIL 2025

03. USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM, APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

NO NAMA NIP. GOL KETERANGAN

1. | SUSY ANAS, ST, MT 19750607 200801 2003 | I1I/d Aprover & Validator &
Aprover Aset Tetap

2 HENDRA YUSMAN, ST. MT 19771213 200801 1 001 [11/d Validator

3. FITA ARMALINI, S.Sos 19700404 199603 2002 | I1l/d Validator & Aprover

4. SUPRIANTO 19740103 2007011004 | Ill/a Validator & Aprover

5. YUDISTIRA INDRAYANA, A.Md | 19841009 2011011001 | Ill/b Admin & Operator

Aset Tetap

6. | NOFRIZAL, A.Md 19781101 200801 1002 | II/d Operator Anggaran

7. | FUAD MAHMUDI, ST 19770207 200604 1005 | llI/b Operator E Monitoring

8. WAHYUDI SAPUTRA 19840909 2010011001 | II/d Operator Komitmen &

GL & Pelaporan
9. LEVI CAHYADI 19751017 201001 1 007 | II/d Operator Persediaan
10 | BUNGA HEWISKA - - Staf

Padang, April 2025
KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003




